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BAB III

STUDI KASUS PRAPERADILAN YANG MENGHAPUSKAN STATUS

TERSANGKA

Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015

A. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015

Berikut merupakan salah satu kasus Praperadilan yang terjadi di

Indonesia. Dari berbagai macam kasus penulis mengambil salah satu contoh

kasus praperadilan sebagai berikut:

Nomor Perkara : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Tingkat Proses : Pertama

Tanggal Register : 26-01-2015

Tahun Register : 2015

Klasifikasi : Pidana

Lembaga Peradilan : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Para Pihak : Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI

GUNAWAN, SH., Msi. Melawan Komisi

Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK

Tgl/Tahun Dibaca : 16-02-2015

Amar : Dikabulkan Untuk Sebagian

Hakim : Tunggal

Hakim Pemeriksa : H. SARPIN RIZALDI, SH., MH

Panitera : AYU TRIANA LISTIATI, SH., MH.
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1. Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan

Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2015 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

tanggal 26 Januari 2015 di bawah Register Perkara Nomor :

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Penggugat mengajukan Praperadilan

1) Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan

adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari

adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang

memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia

khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak

pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut

pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak

melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana

formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun

pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa

itu benar-benar telah memenuhi ketentuan- ketentuan hukum yang

berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

2) Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam

Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP

Jo. Bab VIII Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

repository.unisba.ac.id



64

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUKPK),

secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau

pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan

wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik

maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap

penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-

wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan

secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan

terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.

Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang

terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial

yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip

Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa

di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu

menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77

s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk

menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh

penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang

dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan

secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan

Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau
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penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau

penuntutan.

4) Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan

Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan,

kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga

esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya

paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum

terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan

undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan

tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur

dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

5) Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang

menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan

sebenarnya memberikan peringatan:

a) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan

tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus

didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti

ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari

tindakan sewenang- wenang.

b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk

melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan

yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang
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menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak

hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi

manusia.

c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus

memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama,

baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari

sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan

melaksanakan putusan hukum itu.

d) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya

sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan

kejahatan.

e) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan

integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena

tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa

KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi

seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-

tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon

sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang

melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu

Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai
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lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan

oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

f) Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga

Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan

wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia,

telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang

huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit

atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

1) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang

menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya

di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya”.

2) “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu

di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat

menghayati hak dan kewajibannya dan untuk

meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak

hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing

ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta
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kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum

KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

3) Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara

pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak

dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta

ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak

hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing

kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan

perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap

keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan

kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia

sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945”.

g) Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan

Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau

rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan

pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP),
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juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara

tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili

atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,

2) tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya

atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus

disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77.

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya

merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka

menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum,

sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau

merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu

tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek

permohonan Praperadilan.
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8) Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka

Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan

wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum

diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan,

maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

b) Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya

dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus

lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK/ Termohon,

akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya

hak maupun harkat martabat seseorang in casu

Pemohon.

c) Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi

Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur

hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam

KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang

in casu Pemohon telah dirampas.

d) Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon

menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah

cacat yuridis, tindakan Termohon tersebut masih

diikuti tindakan lain berupa pencekalan, adalah

merupakan pembunuhan karakter yang berdampak
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tercemarnya nama baik Pemohon, Keluarga, Institusi

Polri sebagai lembaga Negara yang sah menurut Pasal

30 UUD Negara RI 1945.

e) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh

Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon

telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun

materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya

untuk seorang calon Kapolri yang telah mempunyai

legitimasi melalui lembaga Kompolnas, Polri,

Lembaga Kepresidenan, DPR RI, sedangkan kerugian

materiil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

f) Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon berupa

pembeberan kepada media massa secara Tendencius

merupakan tindakan yang melanggar azas

presumption of innocence (praduga tak bersalah) yang

mengungkapkan kepada publik status Pemohon

sebagai Tersangka yang sama sekali tuduhan tersebut

tidak pernah dikonfirmasi kepada Pemohon dan/atau

Institusi Pemohon, bahkan saksi-saksi yang terkait

dengan perkara a quo belum ada yang diperiksa

Termohon.
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g) Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis

sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas

dibuktikan dengan perkara a quo yang diawali dengan

tindakan yuridis berupa dibuatnya Laporan Kejadian

Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-

04/KPK/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, dan pada

hari yang sama diterbitkan Surat Perintah Penyidikan

Nomor : Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari

2015. Kemudian esok harinya pada tanggal 13 Januari

2015 sekitar pukul 15.00 WIB Termohon

mengumumkan melalui media massa tentang status

Tersangka terhadap Pemohon, dengan menyatakan

bahwa penyidik KPK telah mempunyai lebih dari 2

(dua) alat bukti.

h) Bahwa dalam waktu satu hari, yaitu pada tanggal 12

Januari 2015, Termohon baru membuat laporan

kejadian tindak pidana korupsi bersamaan dengan

penerbitan surat perintah penyidikan, dan satu hari

kemudian yaitu pada tanggal 13 Januari 2015

Termohon telah menetapkan Pemohon dengan status

sebagai Tersangka, sehingga ada beberapa prosedur
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yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP,

tetapi tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan

atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya

lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka

hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh

dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi

melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga

Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi

seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang

dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik KPK.

Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan

karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim

untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-

luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan

dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

berbunyi sebagai berikut :

a) Pasal 10 ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang
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diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

b) Pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

9) Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang

sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem

penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam

KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan

dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur

dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan

yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh

haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas

Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada

gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat

dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk

mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak

dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi

cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

10) Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali

melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-

tindakan lain dari penyidik/ penuntut umum yang dapat
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menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari

penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan

penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk

menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai

contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri

Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011

Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal

17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya

penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya

penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. telah

menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan

menyatakan antara lain ”tidak sah menurut hukum tindakan

Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.

11) Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut

tentunya dapat dijadikan rujukan dan yuriprudensi dalam

memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan

penyidik/penuntut umum yang pengaturannya diluar

ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru

atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat

dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika
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kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan,

maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas

akan mengusik rasa keadilan.

12) Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu

Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah,

jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk

melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian

terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya

penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit

atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam

ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,

pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,

perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan

hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang

adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
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Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI

1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi

setiap warga negara. Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah

meratifikasi International Covenant On Civil and Political

Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

(“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005

tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political

Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

(“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah

diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan

salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai

pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah

berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan

terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya

dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun

ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :“In the

determination of any criminal charge against him, everyone shall

be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

yang artinya “Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap
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orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara

penuh, yaitu :

a) To be informed promptly and in detail in a language which be

understands of the nature and cause of the charge against

him” ; atau (“untuk diberitahukan secepatnya dan terinci

dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan

tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”)

2) Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk

menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

“Each State Party to the present Covenant undertakes :

a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein

recognized are violated shall have and effective remedy,

notwithstanding that the violation has been committed by

persons acting in an official capacity;

b) To ensure that any person claiming such remedy should have

his right thereto determined by competent judicial,

adminitrative or legislative authorities, or by any other

competent authority provided for by the legal system of the

State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya :

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
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a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau

kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan

memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun

pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang

bertindak dalam kapasitas resmi;

b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan

tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga

peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau

oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem

Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala

kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;”

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental

KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU

HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi

melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas

keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam

melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara

sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie)

termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat

mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya

menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak

berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian
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wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi

bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat

penyidikan atau penuntutan.

2. Alasan Permohonan Praperadilan

a. Bahwa Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia

(selanjutnya disebut sebagai “Polri”). Mengawali kariernya di institusi

Polri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada Tahun 1983, hingga

sampai Tahun 2015 ini, Pemohon telah menjadi perwira tinggi Polri

dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagai Kepala

Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Kalemdikpol Polri).

b. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri selalu siap diserahi tugas,

jabatan, maupun tanggung jawab apapun sesuai ketentuan Undang-

Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (selanjutnya disebut “UU Polri”) dan perundang-

undangan terkait lainnya.

c. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa,

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden

Republik Indonesia Nomor : R-01/Pres/01/2015 tertanggal 9

Januari 2015, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri

(selanjutnya disebut sebagai “Surat Presiden RI”), yang ditujukan
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kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(“DPR RI”). Pada pokoknya Surat Presiden RI tersebut berisi

permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat

Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia

(selanjutnya disebut sebagai “Kapolri”) menggantikan Bapak

Jendral Polisi Sutarman. Berkaitan dengan hal itu, Pemohon

sama sekali tidak mencampurinya, mengingat hal tersebut adalah

wewenang mutlak Presiden Republik Indonesia berdasarkan

ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

d. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, telah memenuhi

undangan/ panggilan dari DPR RI untuk menjalani fit & proper test

(in casu, Uji Kelayakan & Kepatutan) sebelum DPR RI mengambil

keputusan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Surat Presiden RI a quo.

e. Bahwa namun demikian, sebagaimana diberitakan secara luas di

media massa, pada tanggal 13 Januari 2015 Termohon

mengumumkan pada khalayak ramai dalam press conference

(jumpa pers/pemberian keterangan di depan media massa) bahwa

Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak

pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b,

Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU Tipikor, dimana dikatakan

oleh Termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan
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terjadinya transaksi mencurigakan/ tidak wajar dan/atau dugaan

penerimaan hadiah atau janji.

Dalam hal ini, Termohon tidak pernah memberikan

pemberitahuan atau surat apapun kepada Pemohon yang

berhubungan dengan keterangan mengenai persangkaan pasal-pasal

dan peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan

sebagai Tersangka.

f.Bahwa juga dalam keterangannya di media massa, dikatakan oleh

Termohon bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan

sejak bulan Juli Tahun 2014, namun baru pada hari Senin tanggal

12 Januari 2015 diyakini oleh Termohon bahwa ada tindak pidana

dimaksud yang dilakukan oleh Pemohon pada periode Tahun 2004

– 2006 saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan

Karier SDM Mabes Polri. Namun di sisi lain juga dikatakan oleh

Termohon bahwa telah pernah dilakukan expose perkara dimaksud

pada Tahun 2013.

g. Bahwa Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang

disangkakan kepada Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa

tertentu yang mana? Seperti apa kejadiannya? Di mana dan kapan?

Jika terkait dengan rekening Pemohon, rekening yang mana?

Tanggal berapa? Pada transaksi spesifik yang mana dalam rekening

Pemohon dan jumlahnya berapa? Siapa yang memberi hadiah atau
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menyuap Pemohon? Hal ini terjadi karena memang sejatinya

Pemohon sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh

Termohon, sejak kurun waktu 2004-2006, 2010, 2013 dan 2014.

h. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun

dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait

proses penanganan perkara yang berhubungan dengan

dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa Pemohon diduga telah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

baik dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan oleh

Termohon. Sekali lagi, sama sekali tidak pernah.

i.Bahwa lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh

Termohon tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan

terhadap diri Pemohon oleh Termohon. Tidak berhenti sampai di

situ, Termohon juga melakukan upaya pencegahan terhadap anak

dari Pemohon. Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan

pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya

seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali

tidak pernah dipanggil apalagi dimintai keterangan oleh Termohon

terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan/penyidikannya
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oleh Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk

menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?!?).

j.Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih

dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi “Penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”. Dengan demikian makna dari penyidikan harus

terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti- bukti tersebut

kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada

kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu

sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti

dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap

rekening-rekening yang berhubungan dengan Pemohon.

k. Bahwa Termohon adalah sebuah lembaga yang dibentuk

berdasarkan UU KPK. Dalam pelaksanaan tugas maupun

wewenangnya, Termohon direpresentasikan oleh Pimpinan KPK

sebagai penanggung jawab tertinggi, dimana berdasarkan Pasal 21

jo. Pasal 39 ayat (2) UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima)
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Komisioner yang bekerja secara kolektif. Hal mana sampai dengan

saat dikeluarkannya Surat Presiden RI, dikeluarkannya penetapan

sebagai Tersangka, dilaksanakannya Fit and Proper Test oleh DPR

RI, hingga tanggal Permohonon Praperadilan ini, Pimpinan

KPK/Termohon hanya berjumlah 4 (empat) orang. Oleh karena itu

segala keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK in casu,

termasuk penetapan Pemohon sebagai Tersangka harus didasarkan

pada keputusan 5 (lima) komisioner KPK, dengan demikian

keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada hari

Selasa, tanggal 13 Januari 2015 cacat yuridis.

B. Dalam Pokok Perkara (Catatan Amar)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015

tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh

Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas

hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan
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mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa

pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat

(2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya

Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh

Termohon adalah tidak sah;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan

lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka

terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.
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